
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 
( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3839 ); 

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3848 ); 

5. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi 
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903 ); 

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang - undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 

2. Undang - undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); 

Mengingat 

bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2003 ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah; 

Menimbang 

BUPATI TEBO, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN TEBO 

TAHUN ANGGARAN 2003 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO 
NOMOR 1.3 TAHUN 2004 

TENTANG 

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO 



16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4138); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
lembaran Negara Nomor 4139); 

18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekn,ik 
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk 
Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah 
dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4028); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan lembaran Negara Nomor 
4029); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan PertanggungJawaban Keuangan dalam Pelaksanaan 
Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023 ); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4024 ); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021 ); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4022 ); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan 
Bakar Kendaraan Berrnotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 
56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom 
(Lembaran Negara Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3952); 

6. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 



Jumlah Realisasi Anggara Pendapatan dan Belanja Daer;ah 
Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2003 adalah sebagai berikut : 

Pasal 2 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
a. Daerah adalah Kabupaten Tebo. 
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tebo beserta Perangkat. 
c. Bupati adalah Bupati Tebo. 
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo. 
e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 

DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Sadan Legislatif 
Daerah. 

f. Pendapatan adalah semua Penerimaan yang digunakan untuk 
membiayai Belanja Daerah. 

g. Belanja Daerah semua pengeluaran Daerah untuk membiayai 
pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan. 

h. Pengeluaran Rutin adalah semua Pengeluaran Daerah untuk 
membiayai tugas - tugas umum Pemerintahan dan 
Pembangunan. 

i. Pengeluaran Pembangunan adalah semua Pengeluaran Daerah 
untuk membiayai proysk - proyek pembangunan. 

j. Sisa Kredit Anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek 
paoa akhir Tahun Anggaran. 

k. Sisa Anggaran lebih adalah selisih lebih antara realisasi 
pendapatan dan belanja. 

Pasal 1 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG SISA 
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPA TEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2003. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO 

MEMUTUSKAN: 

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang 
Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah; 

Dengan persetujuan 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 
Penyempumaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tanggal 
18 September 1988; 

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 
Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tekhnis Tata 
Usaha Keuangan Daerah; 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 Langkah 
Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

Menetapkan 



(2) Uraian Realiaast Anggaran Rutif'l menurut C'JIIR aebegatmana 
tercanlum dafam Lllmplran If Peraturan Daerah lnl; 
(3) Uraian Realiaasi Anggaran Belanja PembarV,tnan menurut 

CIIIP sebegaimana tercentum dalam Lampiran II Peraturan 
Daerah ini; 

(1) Uraian ReeHsasf Anggaran Pendapatan rnenurut C/1 
aebegaimana tercanlum dalam Lampiran I PeratUIWl Oeerah int; 

Pasal4 

- Belanja ... ... . .. ... ... ... ... . .. .. . . Rp,5,503,:490,82~.- 
s1sa Urusan Kas dan Perhitungan Rp.NHIL 

b. RealtMel Anggaran Betanja : 

Rp.5.503.e.82a,- - Pendaf)atan . 

a. Reatisasi Anggaran Pendepatan : 

Jumlah Reaflsai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

UN$an Kas clan Pertiitungan Tahll'l Anggaran 2003 adetah 
sebagal berikut : 

Pasal 3 

Rp.34.308.477.812.- ber1ebih sebessr . 
SiM Perhttungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah 

Rp. 82.268.841.962,­ 
Rp.107.883.729.204,­ 
Rp.170.150.579.165, 70 

b. Realisasi Anggaran Befanja : 
- Rutin ., 
- Pernbangunan .. 
Jumtah . 

Rp.204.'159.oe6.977,35 • Pendapatan .. 

a. Realieaai Anggaran Pendapatan : 



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO 
TAHUN 2004 NOMOR \ '? 

~ 
< ..- 

H.D~ 

Diundangkan di Muara Tebo 
Pada tanggal .1 '7 - f - 2 00 '1 

DAE RAH 
TEBO 

H. A. MADJID MU'AZ 

Ditetapkan di Muara Tebo 
pada tanggal 1 2 - l - 2004 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo. 

Pasal6 

Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; 

Pasal5 


